| sALINAN |

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/167/Kep/413.013/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
REKOMENDASI PERPANJANGAN/BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK
GUNA BANGUNAN DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :  bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang
pertanahan di Kabupaten Lamongan serta dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan  Permukiman  Kabupaten Lamongan,
dipandang perlu mendelegasikan wewenang
Penandatanganan Rekomendasi Perpanjangan/Balik
Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan di Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



2

Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakal Atas Tanah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041};

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036};
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU . Mendelegasikan wewenang Penandatanganan
Rekomendasi Perpanjangan/Balik Nama Sertifikat
Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan
Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan.

KEDUA . Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugasnya wajib membuat
laporan kepada Bupati.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,

ttd.
FADELI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : e
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan; Salinan sesuai dengan aslinya
2. Sdr.Kepala  Badan  Perencanaan KEPALA BAGIAN HUKUM,
Pembangunan Daerah Kabupaten R, 5 ;
Lamongan; ST ’ i
3. 8dr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat “ YOSEP DWI PRIHATONO
dan Kawasan Permukiman - NIP. 19670625 199803 1 004 |
Kabupaten Lamongan; L g
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lamongan.




